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WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WAUKOTA KEDIRI

NoMOR q4 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOTMN KEUANGAN DAEMH

WAUKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 330 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r+400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemgrintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali temkhir

dengan Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-lndang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 1366ahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia Nomor 4502); :

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerlntahan (Lembaran Negap Republlk Indonesla

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor +503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57B);

9. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4$tQ;
l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

dubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007;

ll.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daenh (Lembaran Daerah

Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri

Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun

2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSI(AN:

netapkan : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUF

PENGELOI.AAN KEUANGAN DAEMH.

Pasal 1

lam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

Walikota adalah Walikota Kediri.

sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daenh Kota Kediri.
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DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kedlri.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
peftanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanJutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaranlpengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsingkat PPKD adalah

kepata satuan lcerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut

dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melalsanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagal bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang

milik daerah. .:

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanJutnya disingkat Kuasa BUD adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebaqian tuqas dan fungsi SKPD.

4.

5.

6.

7.
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Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanJutnya dislngkat PPTK adalah

pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunJuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan ,daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD. 
,

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungslonal yang ditunJuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelalaanaan APBD pada

SKPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas safu atau Iebih

entitas akuntansi yang. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan peilanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansl adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya waJib menyelenggankan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk digabungkan pada entibs pelaporan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanJuhya disingkat

RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
perlode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk-dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh seketaris

daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdirl dari

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan

kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dlsingkat KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang splanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas makslma[ anggaran

yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai u.lun dalam

lenyusunan RKA-SKPD sebelum dlsepakatl dengan DPRD.

rrioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya dlsinglot PPA adalah program

rrioritas dan patokan babas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD

rntuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah

lisepakati dengan DPRD.

tencana Kerja dajAnggaran SKPD yang selanjutnya dislngkat RKA-SKPD

rdalah dokumen perencanaan dan penganggaiian yang berisi rencana
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>enerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Dengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
>endapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

lelanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

)engurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan

Selanja daerah.

)efisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan

relanja daerah.

zembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

Can/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat S|LPA adalah

selisih lebih rqalisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah

Jaerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah

Jan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan

;ebab lainnya yang sah. 
:

lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis

;epefti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkat kan kemampuan pemerintah dalam rangka

relayanan kepada masyarakat.

Dokumen PelaKanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

rdalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

Jigunakan sebagai dgsar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanJutnya disingkat

DPPA-SKpD arlalah dnkrrmcn vAnd mcmrrat npnrhehan rnnrlanetrn halanla
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pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serba

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukal

oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah Oal

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah I

lekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uan(

daerah vano ditentrrkan oleh kenala daerah rrnhrk menemnuno sehrnrl

I

:

I

rencant
I
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Enerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana

'ang cukup guna mendanai pelaKanaan kegiatan dalam setiap periode.

iurat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang

nenyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar

rcnerbltan SPP.

iurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya dlsingkat sPP adalah

lokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

rclaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan

rembayaran.

iPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen

ang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka

lerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan

lengan pembayaran langsung.

;PP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah

lokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan

rcngganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

angsung.

iPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah

Jokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

ambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat

nendesak dan- tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang

rersediaan.

;PP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-IS adalah dokumen yang

liajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran

[angsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerJa atau surat

rerintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan Jumlah, penerima,

reruntukan, dan waKu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
)PTK.

iurat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen

/ang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa...pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanJutnya disingkat SPM-UP

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SPZD atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD

yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanJutnya disingkat

SPMGU adalah do[umen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
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SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang

telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah

batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan,

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-IS adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SPZD atas beban pengeluar:an DPA-SKPD kepada

pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

BUD berdasarkan SPM.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas

hasilnya, serta penyajian laporan.

Sistem Akunbansi adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan yang dilaKanakan

dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan operasi keuangan

pemerintah.

Slandar Akuntansi Pemerintahan yang selanJutnya disebut SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajlkan laporan

keuangan pernerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi

realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam

suatu periode tertentu.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan

Pemerintah Daerah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu periode

teftentu. ';

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan

keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari

laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos

laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadal.

59.

60.
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63.

52.
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65.

66.
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WALIKOTA KEDIRI,

)iundangkan di Kediri
)adaTanggaltt - $ - zott

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

,
wAI{ytJDI, SH, M.Si

A DAERAH KOTA KEDrzu TAHUN 201r NOMOR 0q
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Pasal 2

)engan Peraturan Walikota ini, menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

(euangan Daerah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. I

I

Pasal 3

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

Pasal 2, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV

Bab V

Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Sistem dan Prosedur Perubahan APBD

Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah

Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah

dalar
I

I

I

I

I

I

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yan(

Eidak terpisahkan dari Peraturan Walikota lni.

Pasal 5

Ppratrrran Waliknta ini mrrlai herlakrr nada tanooal diundanokan-


